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BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 4 (\Q 2010
PERATURAN WALIK@ SUK)&BUMI

NOMOR 4 @{N 2@

TUGAS BELAJAR, 171
PENYESUAIAN IJ
PE

%p SUKABUMI,

Menimban dalam rangka tertib administrasi dan terarahnya

pe atan kualitas Sumber Daya Aparatur sesuai
Q tugas pokok, fungsi, formasi, dan kualifikasi
pegdidikan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kota

ukabuml maka perlu menetapkan Peraturan Walikota
ukabumi tentang Tugas Belajar, Izin Belajar, dan
Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah bagi Pegawai di
Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi;



Mengingat

1.

4.

«

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan
Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal
14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 13 Tdhun 1954 tentang
Pengubahan Undang-Undang 16 dan 17 Tahun
d

1950 (Lembaran Negara Rep Q @ahun 1954
haran N Republik

Nomor 40, Tambahan Le

<
Undang-Undang 2 Tah 1961 tentang
Pemberian Tugas B ¢’(Lem Negara Republik

Indonesia Tahu 1 Nomor ambahan Lembaran
Negara Republ@nesi r 2278);

Nomo ahun 1974 tentang Pokok-

i Lembaran Negara Republik

omor 55, Tambahan Lembaran

; gara Nomor 3041) sebagaimana

Undang-Undang Nomor 43 Tahun
ahan Atas Undang-Undang Nomor 8

4% egara Republik Indonesia Tahun 1999
15y, Tambahan Lembaran Negara Republik

mb
Qopmin
I e omor 3890);

n;él;on
g-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
erintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
hdonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang .......




&

<

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor un 1980 tentang
Peraturan Disiplin Pegawai 11 V5ipil (Lembaran

Negara Republik Indonesi %m ‘!‘ omor 50,
Tambahan Lembaran Neg@p It’ N,
Peraturan Pemerintah\Nomhor 97 Tahun 2000 tentang

Formasi Pegawai 1 Si

Republik Indon ahun 20

Lembaran Neg@publ or 4015) sebagaimana
telah diuba n P Pemerintah Nomor 54

ntang ubahan Atas Peraturan
% omor Tahun 2000 tentang Formasi

embaran Negara
mor 194, Tambahan

(Lembaran Negara Republik
ahup2 omor 122, Tambahan Lembaran
i or 4332);

% @rimtah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
nai

«

angkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

@\Tega ublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196,
Tamba Lembaran Negara Republik Nomor 4017)

aimana telah diubah dengan Peraturan
intah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan
s Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000

téntang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Nomor 4193);

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintah Kota Sukabumi (Lembaran

Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);

10. Peraturan ................



10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun
2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah
Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagu: paratur Negara

Republik Indonesia Nomo /1 AN/5/2004
an I lajar Bagi

tentang Pemberian Tugas Bela
Pegawai Negeri Sipil;
ME@ZSKA@
KO KABUMI TENTANG
IZIN BERAJAR, DAN KENAIKAN
ESUAAN IJAZAH BAGI PEGAWAI DI
PE AH KOTA SUKABUMI.

T
@@ BABI

KETENTUAN UMUM

§ ;@ @ Pasal 1
@ eraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

. “Daerah adalah Kota Sukabumi.

Menetapkan : PERATURAN

2. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.

3. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota
Sukabumi.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota
Sukabumi.
5. Badan ......



IS

Badan Kepegawaian dan Diklat yang selanjutnya
disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian dan Diklat
Kota Sukabumi.

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
OPD adalah OPD sebagaimana{\dimaksud dalam
Peraturan Daerah Nomor 6 2008 tentang
Pembentukan dan Susunan OrgAnidgsi Lerangkat Daerah
Kota Sukabumi. @

Kota Sukabumi.

Pegawai adalah pegaw? yekerj@@i Pemerintah
Pegawai Negeri Sipil yang sel ya disingkat PNS
adalah Pegawai INegeX, Sipi imana diatur dalam
Undang-Undang Nowor n 1974 tentang Pokok-
an
T

Pokok Kepegdwajan seb a telah diubah dengan

Undang- g /No Tahun 1999 tentang
Peruba Unda&Jndang Nomor 8 Tahun 1974
tentang pegawaian, yang bekerja pada
Peme mi.

T@H au Tenaga Kontrak Kerja adalah
ng

diangkat oleh Pejabat Pembina
atau pejabat lain dalam pemerintahan

gawaia
tuk (melaksanakan tugas tertentu pada instansi
gj emerintall atau yang penghasilannya menjadi beban

A an Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran

atan dan Belanja Daerah.

@:ngkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat

seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya
dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan
sebagai dasar penggajian.

. Rekomendasi adalah surat yang dikeluarkan oleh kepala

organisasi perangkat daerah kepada Pegawai untuk
memilih dan mengikuti seleksi pada suatu lembaga
pendidikan formal.



12.

Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Pejabat
yang berwenang kepada PNS yang memenuhi syarat
untuk mengikuti pendidikan formal pada suatu lembaga
pendidikan formal tertentu yang mendapat beasiswa dari
Pemerintah Kota Sukabumi atau beasiswa dari instansi
lain yang proses perkuliahannya kukan pada jam
kerja.

Izin Belajar adalah izin yang ﬁ%m oljabat yang
berwenang kepada Pegawak e ik&' pendidikan
formal pada suatu le e didiﬁé@mrmal tertentu
dengan biaya sendi g proses’ perkuliahannya
dilakukan di dalam jam dan z@ar jam kerja.

Beasiswa adalah@aya idikan formal secara
penuh atau s vt/ cost haring yang diberikan oleh

suatu ins@s% swastaN@aupun Pemerintah kepada

PNS. %
Ijazah g Su @da Tamat Belajar, Tanda Lulus

Dip arjar@ gister, Doktor, dan Akta beserta

ip nilai ikeluarkan dengan sah oleh lembaga

=

% ikan % | tertentu.
§ ;@ @ BABII

Z Q

Q TUGAS BELAJAR

Pasal 2

(1) Tugas Belajar diberikan kepada PNS yang telah lulus seleksi
beasiswa pendidikan pada suatu lembaga pendidikan
formal tertentu yang dilaksanakan pada jam kerja.

(2) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bersumber dari beasiswa secara keseluruhan atau sebagian
dari Pemerintah, swasta, atau lembaga tertentu.



(3) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan dengan persyaratan sebagai berikut :

a.

minimal 2 (dua) tahun berstatus sebagai PNS dan
minimal 2 (dua) tahun bekerja pada Pemerintah Daerah;

memenuhi ketentuan usia seba

1. berusia paling tlng ang akan
melanjutkan pendldl , D1V, dan

J
S1 terhltung S .= bersangkutan
dinyatakan pada suatu lembaga
pendidikan;

2. berusia p nggl@un bagi yang akan
melan]u nd1 jenjang S.2 terhitung
rsg

ng be kutan dinyatakan diterima

mulgj
p@n embagd pendidikan; atau

3. -I §la pa ggi 40 tahun bagi yang akan
]utk didikan ke jenjang S.3 terhitung

1a1 g bersangkutan dinyatakan diterima
% ada s embaga pendidikan.

@Dafta@alan Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) 2 (dua)
§; n “terakhir setiap unsur sekurang-kurangnya

lal baik;

k sedang menjalani hukuman disiplin tingkat
sédang atau berat;

mendapatkan rekomendasi;

Program Studi yang dipilih adalah Program Studi yang
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
bersangkutan, kompetensi, dan/atau kebutuhan
Daerah;



(4) Selain persyaratan sebagaimana
Tugas Belajar pada masin

1)

(2)

g. PNS tersebut tidak berhak wuntuk menuntut
penyesuaian ijazah ke dalam pangkat, kecuali atas
pertimbangan Kepala Daerah karena dibutuhkan oleh
Pemerintah Daerah;

h. membuat pernyataan akan tetap b
Daerah minimal 5 (lima) tahun s

rja di Pemerintah

sud@ ayat (3),
j 'ar@ pendidikan
dipersyaratkan sebagai b @3
a. Diploma III (D III), Di alV ( ), Strata 1 (S1), dan

yang sederajat, ngkat/GSloggan Ruang  paling
rendah Pengat Kalddn telah 2 (dua) tahun

Q
b. Strata an y sederajat, Pangkat/Golongan
Ruangipaling ren nata Muda (III/a) dan telah 2
(dun dal% ckat tersebut; atau

c. Rr m Pro pesialis 1 (Sp1), Strata 3 (S3), Spesialis
2) d g sederajat, Pangkat/Golongan Ruang
ling ah Penata Muda Tingkat I (III/b) dan telah 2

@dua) hyn’dalam pangkat tersebut;

@ Pasal 3

yang telah dinyatakan lulus seleksi sebagai penerima
beasiswa pendidikan terlebih dahulu harus mengajukan
permohonan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris
Daerah dengan tembusan kepada kepala BKD untuk
mendapat Surat Tugas Belajar.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri :
a. uraian ......



uraian tugas dinas yang dilakukan sehari-hari
ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui
oleh kepala OPD;

surat Rekomendasi;

fotokopi ijazah terakhir yang diaku{\dalam administrasi
kepegawaian, yang dilegalisir;

fotokopi izin penggunaan gel a@ Su nda Lulus
UKPPI/STLUKPPI (bagi ;@ S endidikan
ng

terakhirnya diperole kutan telah
menjadi PNS), yang di{ega

fotokopi Surat Keputu @gkat terakhir yang
dilegalisir;

fotokopi S ) Mutasi Kepegawaian
yang di?g yang pindah/mutasi dari
Luar Da

fotok tar Pefijlglan Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)
2( un t yang dilegalisir;

h. ’* etera@ dari lembaga pendidikan yang

% rangk@abwa yang bersangkutan telah lulus

%am atau masih  tercatat  sebagai
@mwa siswa pada lembaga pendidikan tersebut;

D r Riwayat Hidup;

] pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman
phn bermaterai sesuai ketentuan yang berlaku;

@

L

m.

surat pernyataan tidak akan menuntut penyesuaian
ijjazah ke dalam pangkat, bermaterai sesuai ketentuan
yang berlaku dan ditandatangani serta diketahui oleh
kepala OPD yang bersangkutan;

surat keterangan sehat dari dokter pemerintah asli;

fotokopi jadwal pelajaran yang dilegalisir.
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BABIII

IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu § ;
Umum @ :
Pasal. S

Izin Belajar diberikan kepad '@lg akan mengikuti
pendidikan formal pad atu E@Z pendidikan formal

tertentu dengan biaya ikan ber sepenuhnya dari

biaya sendiri. @ @
Y

m

mgi

[+]

£ @
=]

Izin Belaja,
a. @r Da @m Kerja; dan
b. @ lajari am Kerja.

é @ Bagian Kedua
@ @ Izin Belajar Dalam Jam Kerja
@ Pasal 6

(1) Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a
diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4)
serta tetap memperoleh hak-hak sebagai PNS.

(2) Perguruan ......
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(2) Perguruan Tinggi tempat belajar harus Perguruan Tinggi
Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta berakreditasi A;

permohonan Rekomendasi kepada OPD atau Unit
Kerja yang bersangkutan.
(4) Kepala OPD atau Unit Kerja Q!! ana @ksud pada

ayat (2) mengusulkan P ang be utan kepada
Kepala Daerah untuk m¢ndapatkan I elajar dengan

(3) PNS sebagaimana dimaksud pada ;gt (1) mengajukan

(5) Usulan sebagaima Lz iri
persyaratan seba % dimakswd dalam Pasal 3 ayat (2).

17
Selain pers ebaa dimaksud dalam Pasal 6, PNS
yang bers n ha elamplrkan juga:

% rnyatp ar1 kepala OPD atau Unit Kerja yang
’- gk < ng menyatakan bahwa pendidikan yang
@ ih kan pendidikan yang sangat dibutuhkan
yang @at menentukan berjalan atau tidaknya OPD atau

% nit a yang bersangkutan;
ST ernyataan dari Perguruan Tinggi yang dipilih yang

nyatakan bahwa program pendidikan yang dipilih hanya
difaksanakan secara reguler atau belum ada kelas
sore/kelas karyawan; dan

c. Surat Keterangan bahwa lembaga pendidikan negeri atau
swasta yang dipilih merupakan lembaga pendidikan yang
telah terakreditasi A sesuai ketentuan yang berlaku.
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Bagian Ketiga
Izin Belajar Luar Jam Kerja
Pasal 8
(1) Izin Belajar sebagaimana dimaksud %Pasal 5 huruf b,
diberikan kepada Pegawai/Ten ondfer-atau Tenaga
Kontrak Kerja dengan persyara gai t :
a. mendapatkan Reko a Ti kep@'\\@?’D;

b. program studi yang ada rogram studi yang
sesuai dengan as po@ dan fungsi yang
bersangkutan, @gpeter{% an/atau  kebutuhan
Daerah;

AOMN
c. proses mengdjar sesuai dengan standar dan
norma mis sarkan ketentuan perundang-
un yang ;

. Remawai te tidak berhak wuntuk menuntut
esuai zah ke dalam pangkat, kecuali atas
rtim an Kepala Daerah karena dibutuhkan oleh
@’eme tgh"Daerah dan Perguruan Tinggi yang dipilih

§ ; S@ gan standar nasional.
@) Pe ebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan

onan Rekomendasi kepada kepala OPD atau Unit
ja’yang bersangkutan.

(3) Kepala OPD atau Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) mengusulkan Pegawai yang bersangkutan kepada
Kepala Daerah untuk mendapatkan Izin Belajar dengan
tembusan disampaikan kepada kepala BKD.

(4) Permohonan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dilampiri dengan :
a. uraian ......
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a. uraian tugas dinas yang dilakukan sehari-hari
ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui
oleh Kepala OPD;

b. surat Rekomendasi;

c. fotokopi ijazah terakhir yang dl%am administrasi
kepegawaian, yang dilegalisir;

d. surat pernyataan tldak ‘i penyesualan

ijazah ke dalam pa ater uai ketentuan
yang berlaku dan d nganj_serta diketahui oleh

Kepala OPD yang bers utan,

e. fotokopijadwa an .- ‘ egalisir.

o ®
! ‘ BAB IV
ir&\ EB@TANGANAN SURAT TUGAS

Pasal 9

e a]ar dan Izin Belajar diberikan dan
ata arfh0leh Kepala Daerah.

Q%Kep Daerah dapat mendelegasikan penandatanganan

‘ - gas Belajar dan Izin Belajar sebagaimana dimaksud
at (1) kepada :

Wakil Kepala Daerah untuk jenjang pendidikan S2 dan
yang sederajat;

b. Sekretaris Daerah untuk jenjang pendidikan D IV dan
S1;

c. Kepala BKD wuntuk jenjang pendidikan dasar,
menengah, sampai dengan D III dan yang sederajat.
BABV ...
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BABV

MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN
SURAT TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Pasal 10
Permohonan Tugas Belajar dan Iz lajdr ~harus segera
diajukan setelah yang bersangkuta takarl Qidrima pada
lembaga pendidikan formal yan ihMdg tel; memenuhi
persyaratan sebagaimana di@ lam ayat (3) dan
ayat (4), Pasal 6, dan Pasal 8 t

9

an Sura@%gas Belajar dan Izin Belajar

iga) an setelah yang bersangkutan

» 8
adaNen ga@ dikan dimaksud.
(2) Kelala '@m an Surat Tugas Belajar dan Izin
Belg agaim maksud pada ayat (1) berakibat tidak
akdirerbit Surat Tugas Belajar dan Izin Belajar.

§ ;@ @ BAB VI
@ PELAPORAN

Pasal 12

(1) Pegawai yang telah dinyatakan lulus dalam mengikuti
pendidikan formal, wajib menyampaikan laporan selesai
belajar kepada Kepala Daerah melalui kepala OPD yang
bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada
Sekretaris Daerah dan kepala BKD yang dilampiri dengan :

a. fotokopi .......
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a. fotokopi ljazah dan Transkrip Nilai yang telah
dilegalisir;

b. hasil laporan tugas akhir/skripsi/thesis/disertasi;

c. fotokopi dan asli Surat Tugas Be@%m Izin Belajar.
(2) Penyampaian Laporan Selesaj laj ebagaimana

dimaksud pada ayat (1) paling la (du an setelah

diterbitkannya ljazah yang beu n

Q
(3) Kelalaian dalam penyam@aporan se;esai belajar dapat

mengakibatkan tidak dapatdiper annya ljazah yang

diperoleh sebagai a dalam kepegawaian bagi
yang bersangkutan.@

O
X BAB VI
@QR@@ DAN SANKSI
@ Pasal 13
(1) Pe yang tidak memiliki Surat Tugas Belajar
@' Izin@ ar dilarang untuk mengikuti pendidikan

atu lembaga pendidikan tertentu.

§; ormal pa
) Pe an terhadap ketentuan di atas dikenakan sanksi
sl dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan

Digiplin PNS dan hasil pendidikan dimaksud dianggap
idak pernah ada atau diabaikan.

(3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat
Pegawai yang bersangkutan tidak mempunyai hak untuk

diikutsertakan dalam penyesuaian ijazah apabila terdapat
formasi yang memungkinkan.

BAB VIII .....
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BAB VIII

KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 14
(1) PNS yang telah menyelesaikan pn formal pada
suatu lembaga pendidikan forma t diberikan kenaikan
pangkat penyesuaian ijazah.

(2) Kenaikan Pangkat Pen azal@&erikan sesuai
k.

dengan formasi yang dit ole Kepdla Daerah.
(3) Formasi sebagaiman aksud yat (2) setiap tahun
ditetapkan dengan san % Daerah.
xS,
; 3% Palal 15
(1) Ketentu alkarg@ t penyesuaian ijazah bagi PNS

g oleh
@Ta% ?Mamat Belajar/ljazah Sekolah Lanjutan

T ama atau yang setingkat dan masih
uru Muda Tingkat I, golongan ruang I/b ke

k
ba ah, apat dinaikan pengkatnya menjadi Juru,

gan ruang I/c;

@ b at Tanda Tamat Belajar/ljazah Sekolah Lanjutan

gkat Atas, Diploma I atau yang setingkat dan paling
@ rendah berpangkat Juru, golongan ruang I/c, dapat
dinaikan pangkatnya menjadi Pengatur Muda,
golongan ruang I1/a;

c. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Guru
Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II dan masih
berpangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a, dapat
dinaikan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I,
golongan ruang I1/b;



R

&

@\eroleh;
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ljazah Sarjana Muda, ljazah Akademi, dan Ijazah
Diploma III, dan paling rendah masih berpangkat
Pengatur Muda, golongan ruang II/a, dapat dinaikan
pangkatnya menjadi Pengatur, golongan ruang II/c;

[jazah Sarjana (S1) atau ljazah DiRlgma IV dan masih
berpangkat Pengatur Tingkat I, éalohgan ruang 11/d ke
bawah dan paling rendah be

* gkaV Pengatur Muda
Tingkat I, golongan ruanx YYD, c‘@ dinaikan
pangkatnya menjadi Pe v olpngan ruang

g
I/ a;
ljazah Dokter, ljazah™ApOteker ljazah lain yang
setara, ljazah Strata (S52) at jdZzah Spesialis I, dan
masih berpang ata golongan ruang IIl/a,

dapat dinai pang avmenjadi Penata Muda
Tingkat @% n ruangNHt/b;
j @l& ljazah Spesialis II dan masih

da Tingkat I, golongan ruang
an pangkatnya menjadi Penata,

c%kat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan

tahuan/keahlian yang sesuai dengan ljazah yang
paling kurang 3 (tiga) tahun dalam Pangkat II/b, bagi
yang memiliki ljazah Sarjana (S1) ke bawah;

paling kurang telah 1 (satu) tahun dalam golongan
ruang III/a bagi yang memiliki [jazah Strata 2 (S2);

paling kurang telah 1 (satu) tahun dalam Pangkat III/b
bagi yang memiliki Ijazah Strata 3 (S3);
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e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang
bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir bagi yang
memiliki ijazah Sarjana (S1) ke bawah dan 1 (satu)
tahun bagi yang memiliki ijazah Strata 2 (S2) atau Strata
3 (S3);

f.  memenuhi jumlah angka kredi%ditentukan bagi
yang menduduki jabatan fun t :
g. memiliki surat Tugas Belu il BeI@r; dan

h. lulus ujian penyesualak kehaikan pangkat.
(3) Persyaratan kenai Pangkaf\>\penyesuaian ijazah
sebagaimana dima da agtd}dilampiri dengan :

ang dilegalisir;

rip nilaidyang dilegalisir;
hir;
rakhir atau DP3 1 (satu) tahun

n peruntukkannya;

@7 @ BAB IX
@ KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

(1) Pegawai yang sedang mengikuti pendidikan dan telah
memperoleh Izin Belajar sebelum ditetapkannya Peraturan
Walikota ini dinyatakan sah dan tetap berlaku.
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(2) Pegawai yang sedang mengikuti pendidikan dan belum
memperoleh Izin Belajar pada saat ditetapkannya Peraturan
Walikota ini segera mengajukan Izin Belajar paling lambat 4
(empat) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Walikota ini.

(3) Pegawai yang telah selesai melaksanak&§n proses belajar dan
belum mempunyai Surat Tugas Bélajar atau Izin Belajar
o

sebelum ditetapkannya Peraturan, ini, Surat Tanda
Lulus/Ijazah yang bersangkut d1ter@

(4) Ketentuan sebagaunana pad ( ), ayat (2),
dan ayat (3) hanya berl yang mengikuti
pendidikan pada lemba pendl n sesuai dengan

ketentuan yang berl a ntara lal

De nd1 elas jauh, kelas sabtu-
mingguseli belaj au nama lainnya;

b. melak pros pendldlkan sesuai dengan
standa an la tingkat pendidikan.
@ nyatakan lulus dalam mengikuti

ik yang mendapatkan Surat Tugas

BAB X

@ @Q KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan
Walikota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2006 tentang Ketentuan
Pemberian Izin Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian
[jazah untuk Jenjang Pendidikan S1, S2 dan S3 Bagi Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi, dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18 ......
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Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar  setiap orang  mengetahuiny memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini penempatannya

dalam Berita Daerah. @l :

@ iS K3 bumi
i iP angg ebruari 2010
ALIK SUKABUMI,
@ @p. ttd.
; 3% H. MUSLIKH ABDUSSYUKUR
Diundangkan di Sukabumi @
Pada tanggal 25 Pebruari QE}@
SEKRETARIS DAEKI
KOTA SUKAB

cap. tt

s

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2010 NOMOR 4

@

@@




